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ABSTRAK

Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Pencatatan perkawinan merupakan
salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu
perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya,
juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan
merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Dari ketentuan Pasal
2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya
setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa
pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain
mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.

Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna
hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan
dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga
pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun
perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi
tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini
menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu
dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat
memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu
perkawinan.

Kata kunci: pencatatan perkawinan, peraturan perundang-undangan, perkawinan Indonesia.

ABSTRACT

In the marriage laws and regulations in Indonesia, marriage registration is one of the principles of
national marriage law which is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The existence of the
principle of registration of marriages is related to and determines the validity of a marriage, meaning that in
addition to following the provisions of each religious law or religious belief, it is also a condition for the validity
of a marriage. Therefore, recording and making a marriage certificate is an obligation in the marriage laws and
regulations in Indonesia. From the provisions of Article 2 of Law 1/1974 it is clear that every marriage must be
recorded according to the applicable laws and regulations. This means that every marriage must be followed by
a marriage registration according to the applicable laws and regulations. If the two paragraphs in Article 2 of
Law 1/1974 are related to each other, it can be considered that marriage registration is an integral part that
determines the validity of a marriage, in addition to following the terms and conditions of marriage according to
the laws of each religion and belief.

However, in practice, the obligation to register and prepare a marriage certificate gives rise to
ambiguity in the legal meaning, because the obligation to register and prepare a marriage certificate for every
marriage is considered only an administrative obligation, not a determinant of the validity of a marriage, so that
marriage registration is an unrelated matter and determines the legality of a marriage. marriage. Even though
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the marriage is carried out according to the respective religious law or religious belief, but it is not recorded, the
marriage is considered to have no legal force. This unregistered marriage causes husband and wife and their
children to be born without legal protection. For this reason, it is necessary to reform the law on marriage
registration through a contextual approach, so that it can provide legal certainty and protection for husband and
wife and children born from a marriage. Keywords: marriage registration, legislation, Indonesian marriage.

Keywords: Marriage registration, Indonesia’s marriage legislation.

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan
bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi.
Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak
lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan
tidak mendapat kepastian hukum.' Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat
itu.?

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan
yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin
baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh
diantara ~ mereka  baik  sebelum  maupun  selamanya perkawinan berlangsung. Setiap
makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan,
yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia
perkawinan.* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat
(1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi
sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas)
tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan
Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 19731 yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU 1/1974) hingga dewasa ini. Hal
ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan
perundang-undangan perkawinan.”

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya
kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi
tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena
ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta
nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan
rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin
yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika
seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan
tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.5 Tujuan
pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang
melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya
perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan
hukum6. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para
pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Bila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip
pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, pemaknaannya bersifat
ambiguitas dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini dikemukakan
Hakim Maria Farida Indrati yang memiliki alasan berbeda (concurring opinion) terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU
1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang
dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan
secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah
dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut
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berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Keberadaan norma agama dan
norma hukum dalam satu peraturan perundangundangan yang sama, memiliki potensi untuk saling
melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal
2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa
perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada
pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh
instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai
pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu
pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan
terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan’ dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang a quo juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan
menurut rukun nikah yang lima. Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga
perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak
dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat
diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh
otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. > Pemaknaan bersifat ambiguitas prinsip
pencatatan perkawinan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Setiap
perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami
isteri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan
yang harus dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Prinsip pencatatan perkawinan yang dianut dalam
UU 1/1974 menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan suatu perkawinan tidak terkait dengan
pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini
tidak secara tegas ditentukan dalam UU 1/1974, sehingga UU 1/1974 memberikan peluang terjadinya
perkawinan yang tidak dicatat.

Memang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun menegaskan kembali pentingnya
pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai
syarat formal untuk menentukan sah tidaknya ikatan perkawinan. Setidaknya hal ini disebabkan KHI
menghindari tuduhan dan kritik masyarakat Islam yang masih kuat menganut faham bahwa sahnya
perkawinan tidak dibenarkan melebihi syarat dan rukun yang diatur dalam kitab-kitab fiqih. Demi
menghindar dari tindakan psikologis dan sosiologis tersebut, perumus KHI memilih jalan keluar,
dengan memperinci satu persatu fungsi pencatatan perkawinan dalam pelbagai pasal KHI.10 Dengan
demikian aturan hukum pencatatan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974
jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menimbulkan makna hukum ganda, yaitu: (1)
pencatatan perkawinan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, dan (2) pencatatan
perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Pasal 2 UU 1/1974 juga
memberikan legitimitas perkawinan tidak dicatat, selain perkawinan yang tercatat. Sehubungan dengan
itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan
perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan
pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan
UU 1/1974.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/9174
ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan
secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan
yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak
dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974.
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Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada
pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa "perkawinan
adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar
pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang
ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui
keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh
pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan
perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dalam Penjelasan Umum
atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam
Undangundang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai
pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat
perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan
hukum perkawinan pihak pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan
antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat
perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui
bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian,
dinyatakan dalam suratsurat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut.
Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu
Agama, berfungsilah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang
menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut
Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan pensyaratan untuk sahnya perkawinan suatu
pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah
peraturan yang ada.’

Rumusan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 ini ditentang keras kalangan ulama, karena dianggap
bertentangan dengan syariat Islam, sehingga Pasal 2 ayat (1) RUUP 1973 disetujui untuk dirumuskan:
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu".
Sementara itu Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 dirumuskan: "Tiaptiap perkawinan wajib dicatat demi
ketertiban administrasi Negara". Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah
memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU 1/1974 bahwa menurut Undang-Undang a quo,
sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu
perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan
untuk: a. tertib administrasi perkawinan; b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status
hukum suami, istri maupun anak; dan c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak
tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan
lainlain; Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa
“dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan
perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti
persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-
hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan
dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9,
dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU
Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan pengujian atas UU 1/1974 tersebut
menyatakan bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat
perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan
termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan
memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan
anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak
keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu
kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi
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yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi natkah dan hak waris.
Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar
pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan pencatatan perkawinan
yaitu sebagai berikut: a. untuk tertib administrasi perkawinan; b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu
(memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-
lain); c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; Atas dasar dalil tersebut, maka
ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai
suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik)
menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap
perkawinan. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak
memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari
akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.® Berdasarkan keterangan Pemerintah dan DPR
tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan
keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya atau kepercayaan agamanya itu, belum dapat diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan
bilamana tidak dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan menurut peraturan perundangundangan
yang berlaku. Hal ini mengandung arti, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan
sahnya suatu perkawinan menurut atau berdasarkan UU 1/1974. Berbeda dengan pendapat Pemerintah
dan DPR di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa
pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan
pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang
ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan
perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang- undangan merupakan kewajiban administratif.’

Menurut Pasal 2 UU 1/1974 dan uraian di atas nyatalah bahwa suatu perkawinan diakui
keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam
daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan
bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya
calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut
menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut
dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar
perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan
dilindungi oleh negara. Suatu perkawinan yang dilakukan sematamata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat
(1) UU 1/1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi
tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu,
perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur
pada ayat tersebut Pasal 2 UU 1/1974 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama pada
Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua
pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan
hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum.
Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan
perkawinan yang sah.'® Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Angka 4 huruf b Penjelasan
Umum atas UU 1/1974 menyatakan sebagai berikut: Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa
suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan
perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiaptiap perkawinan adalah sama halnya dengan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan
dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
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Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan
perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai
suatu perbuatan hukum. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan
pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif, yang juga menentukan sah tidaknya sebuah
perkawinan.16 Menurut Moch. Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, antara upacara
keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan.

Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu, oleh negara dianggap sebagai
suatu conditio sine quanon. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasar aturan agama,
kalau belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 UU 1/1974, perkawinan tersebut tidak sah. Tentu
konsekuensinya kalau suatu perkawinan tidak sah, akan membawa akibat-akibat selanjutnya yang
sangat penting, khususnya untuk anak-anak yang dilahirkan, akan menduduki posisi sebagai anak luar
kawin.

Konstruksi pengaturan Pasal 2 UU 1/1974 menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan,
meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu
perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang
mempelai, merupakan satu kesatuan. Sebab ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa pemuka agama
yang mengawinkan sesuai aturan agama yang bersangkutan ternyata juga berstatus sebagai pegawai
pencatat perkawinan. Cara ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu.17 Penjabaran aturan
hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3050; untuk selanjutnya disebut PP 9/1975). Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP
9/1975, yang menentukan: (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan
Pemerintah ini. (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum
agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri
oleh dua orang saksi.

2. Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan melalui Pendekatan Kontemporer

Sebagaimana diketahui dalam UU 1/1974 ditegaskan bahwa perkawinan hanya sah bilamana
dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, yang merupakan salah
satu prinsip hukum perkawinan yang terdapat dalam UU 1/1974. Artinya, perkawinan akan dianggap
sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan agama
yang dianut oleh calon mempelai.

Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan.
Kedua calon mempelai harus yang seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau
kepercayaannya itu menentukan lain. Penjabaran prinsip hukum ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat
(1) UU 1/1974. Kemudian dalam UU 1/1974 juga mengandung prinsip perkawinan terdaftar, di mana
tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
akan dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan bilamana perkawinan tersebut
dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak
mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan menurut atau berdasarkan UU 1/1974.
Penjabaran prinsip hukum ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU 1/1974. Pengaturan dalam Pasal 2
UU 1/1974 terdapat kelemahan, karena dijadikan dua ayat, perkawinan menurut hukum masing-masing
agamanya dan unsur pencatatan perkawinan yang bersifat imperatif (tidak mengandung unsur
keharusan)."'

Kelemahan pengaturan Pasal 2 UU 1/1974 ini menimbulkan perbedaan penafsiran eksistensi dan
pemaknaan hukum pencatatan perkawinan tersebut. Di satu sisi, Pasal 2 UU 1/1974 ditafsirkan secara
alternatif, maka sahnya suatu perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan
agamannya itu; sementara pada sisi lain, Pasal 2 UU 1/1974 ditafsirkan secara kumulatif, maka
pencatatan perkawinan juga menjadi penentu sahnya suatu perkawinan.
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Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan
yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas
melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan
perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.
Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam,
sesuai dengan kaidah fighiyah, yang menyatakan, bahwa "suatu tindakan pemerintah berintikan
terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya". Artinya dasar hukum pencatatan perkawinan
tidak hanya dapat dihubungkan dengan qiyas, melainkan juga berdasarkan mas lahah mursalah, yakni
dilihat dari segi kemaslahatan dan kerugiannya, maka pencatatan perkawinan itu merupakan suatu
keharusan.43 Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman,
agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqosidus syar’inya 2

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam
kehidupan masyarakat sehingga perlu pengaturan mengenai hal tersebut. Apabila perkawinan tidak
diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak
yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri
dan anak-anak. Penjelasan Umum Angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas hukum perkawinan
hukum telah mereduksi kewajiban melakukan pencatatan dan pembuatan Akta Perkawinan atau Akta
Nikah ini, yang menyamakan pencatatan setiap perkawinan dengan pencatatan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, sehingga kewajiban pencatatan
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 ditafsirkan sebagai kewajiban
administratif belaka, yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan
bukan merupakan syarat yang menentukan kesahannya suatu perkawinan. Adapun hal yang
menentukan sahnya suatu perkawinan yaitu berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh
hukum agamanya atau kepercayaan agamanya dari pasangan calon mempelai. Sehubungan dengan itu,
agar tercipta taraf sinkronisasi internal pengaturan hukum pencatatan perkawinan dalam UU 1/1974,
maka perlu dilakukan harmonisasi internal pengaturan hukum pencatatan perkawinan, sehingga dapat
terjamin konsistensi pengaturan hukum pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, pembaharuan norma pencatatan perkawinan amat penting untuk
segera dilakukan. Pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar dalam rangka memenuhi kewajiban
administratif belaka. Kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan tersebut
harus dimaknai sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Sudah seharusnya perkawinan yang tidak
tercatat tidak lagi diwadahi oleh dan dalam UU 1/1974. Pencatatan perkawinan ini juga dapat menjadi
sarana kontrol mengenai status perkawinan seseorang sebagai anggota keluarga. Mengingat pencatatan
perkawinan penting, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka sudah seyogianya dilakukan
pembaharuan terhadap ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang selama ini menimbulkan
penafsiran hukum yang ambiguitas. Ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang termuat dalam Pasal
2 ayat (2) UU 1/1974 hendaknya diubah/direvisi, hendaknya normanya mewajibkan pencatatan setiap
perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau
kepercayaan agamanya itu. Hal ini mengandung makna, bahwa sepanjang perkawinan itu belum dicatat
di Kantor/Dinas Catatan Sipil (Kan/ Discapil) atau di Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkawinan
tersebut tetap merupakan suatu perkawinan yang tidak sah, walaupun sebelumnya perkawinan telah
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu.
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